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SALINAN PENETAPAN

Nomor: 0559/Pdt.G/2013/PA.Kdr
Zs z
Parslis L

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara
Ekonomi Syari'ah tentang ‘Hutang Piutang Akad Pembiayaan Murabahah”
pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan
penetapan dalam perkara antara pihak- pihak :

PENGGUGAT, umur 44 tahun, Agama lIslam, pekerjaan Petani/Pekebun,

bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Malang, selanjutnya

disebut sebagai.I Penggugat ;-

"NOMmQF: ISy 'h# R, tanggal 30
Sept 5, i ) i 26 [
perq 4“% daftar di an !".r" l gadilan Agama
Kediri r N reg _.,. omor 10818 Aﬂf .ranggal 09 Oktober
2013 d dan '2 ADVOKAD 2
: o
Surabaya, -_‘, Seplitisehans *"" Bt 1

masing- m, berkantor di

IL TERGUGAT 2, ' Malang, Telepon (0341)

804475-804473, yang selan@nya disebut sebagai Tergugat Il ;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari-berkas perkara ;

Setelah mendengar pernyataan Penggugat di depan persidangan ;
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TENTANG DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal
09 November 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Kediri dengan register perkara Nomor : 0495/Pdt.G/2013/PA. Kdr tertanggal
10 September 2013 telah mengemukakan hal- hal yang isi pokoknya sebagai
berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT adalah PENERIMA Fasiltas Pembiayaan
Murabahah dari TERGUGAT SATU yaitu PT Bank BNI Syariah Kantor
Cabang Syaria’ah Kediri, sebagaimana yang telah tercantum dalam
Akad Pembiayaan Murabahah Nomor : 2008.057 Tanggal 26 Februari
Tahun 2008;

Bank BUMN "dan atau BUMN Syariah yang berbadan hukum

Perseroan dan atau PT (Perseroan Terbatas), namun kekuasaan dan
kewenangan PUPN (Panitia Urusan Piutang Negara) dan atau KPKNL

(Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) ini oleh Mahkamah

Disclaimer
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Konstitusi Republik Indonesia sudah dicabut tidak boleh lagi
melaksanakan Eksekusi Lelang Jaminan terhadap Bank — Bank BUMN
dan Bank BUMN Syariah yang berbadan hukum Perseroan dan atau
PT (Perseroan Terbatas) karena hutang Bank bukan hutang Negara
dan kerugian Bank bukan kerugian Negara, hutang Bank itu
merupakan kerugian Perseroan yang berbadan Hukum Perseroan
terbatas yang penyelesaiannya tidak dapat lagi diserahkan kepada
Negara yaitu melalui PUPN (Panitia Urusan Piutang Negara) dan atau
KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) namun
penyelesaiannya  diserahkan kepada masing-masing Bank,
sebagaimana yang tercantum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia Nomor : 77/PUU- 1X/2011 yang mengadili perkara
konstitusi pada tingkat pertama dan.terakhir menjatuhkan putusan

dalam perkara Pengupan Und,a,n,g = Undang Nomor 49 Prp Tahun

1960 tentang ol L Piutang ~'p- terhadap Undang —

Undang Dasar -
=i f’

4. Bahwa upayassliERGUEATRSATU . d? ' GAT DUA, untuk

melakukanf ang ¥oa I;r" ik PENGGUGAT

:
merupakar -"5"#1' sa mengh|I a -._:t!".

PENGGUGAT dan

dan mejdiaskongitgss yang dilakukan

perbuatan »meié
1 " " u

oleh TERG menyelesaikan
Pembiayaan §\Urakan i L jara dank Konvensional
yaitu melalui  TEEGUGAT JolAT6d lau PPPN (Panitia Urusan
Piutang Negara) o.i.. 3 ftor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang) yang kewenangannya berdasarkan UU No. 49 Prp
Tahun 1960, untuk melaksanakan Eksekusi Lelang Jaminan terhadap
Bank-Bank BUMN/ BUMD.  dan Bank Syariah berbadan Hukum

Perseroan telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
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berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Nomor: 77/PUU-1X/2011, yang disahkan pada Hari Selasa, Tanggal 25
september 2012, yaitu yang mengadili Perkara Konstitusi pada Tingkat
Pertama dan terakhir menjatuhkan Putusan dalam Perkara Pengujian
Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia urusan
Piutang Negara terhadap Undang — Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

5. Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memutuskan bahwa
bank persero tidak perlu lagi menyerahkan piutang atau kredit
macetnya kepada PUPN (Panitia Urusan Piutang Negara) dan atau
KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang), Kredit
Macet tidak lagi menjadi Piutang Negara akan tetapi menjadi Piutang
Bank Persero dan Bank-Bank Persero dalam menyelesaikan kredit

bermasalahnya bisa dilakukap.dengan caranya sendiri — sendiri oleh
- v )

Bank selaku Penjual dengan ini menjual Barang berupa bahan — bahan

untuk keperluan Pembangunan Rumah Tinggal dan telah diterima

Penerima Pembiayaan selaku Pembeli dengan harga Rp 2.312.500.00,00
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(dua milyar tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang telah

disepakati bersama dengan perincian sebagai berikut :

a. Harga Perolehan = Rp1.740.060.000,00;
b. Uang Muka =Rp 740.060.000,00;
¢. Jumlah Uang Tunai diterima = Rp1.000.000.000,00;

d. Margin Keuntungan Bank yang disepakati = Rp 2.312.500.000,00;

8. Bahwa pada fakta hukum atau kenyataannya yang terjadi, yang
dialami oleh PENGGUGAT tentang Harga Barang sebagai Objek Jual
Beli Rumah atas tanah dan bangunan, sebagaimana SHM No: 2505,
Tanggal 31-01-2008 dan SHM No: 2506 Tanggal 31-01-2008, dengan
total luas tanah: 1.325 M2 a/n PENGGUGAT terletak di Kabupaten
Malang ini belum pernah ada dan atau belum-pernah terjadi transaksi

jual beli rumah (melanggar prinsip syariah), dan tidak ada sedikitpun

barang  berupa ) ahay 2pgunan  untuk  keperluan

Pembangunan ﬁ
an .-

Ngadilangkung,‘ ba
ada pula  yafle e Supplieh! oidy adn ‘Murabahah yang

sidomulyo, Desa

.lMaIang, dan tidak

SATU kepada PENGGUGAT, untuk melakukan pembelian bahan-
bahan bangunan, untuk keperluan Pembangunan Rumah Tinggal
sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembiayaan
No: KIS/07/089/R Tanggal 21-02-2008, pada kenyataannya dan atau

Disclaimer
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fakta hukumnya tidak ada dan atau tidak pernah terjadi (Nihil) karena
Jaminan dan atau Agunan Rumah di Jalan Desa Ngadilangkung,
Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, sesuai SHM No: 2505
tanggal 31-01-2008 dan SHM 2506 tanggal 31-01-2008 dengan total
luas tanah : 1.325 M2 dan luas bangunan: 633 M2, sudah ada berdiri
sejak lama sekali tidak ada pembangunan lagi dan tidak ada renovasi
atas rumah tersebut dan ditempati pemilik asal yaitu SUHADI, dan
PENGGUGAT tidak faham dan tidak mengerti betul tentang seluk
beluk dan sistem Perbankan Syariah ini, yang dialami dan diketahui
dalam proses Akad Pembiayaan Murabahah Nomor : 2008.057
Tanggal 26 Februari Tahun 2008 oleh PENGGUGAT hanya langsung
menerima uang tunairsebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

dari TERGUGAT SATU;

BNI Syariah. Kediri atas SUHADI, oleh TERGUGAT SATU dengan

sejumlah uang jaminan yang telah di sepakati yang dilakukan
pemblokiran rekening Tabungan atas nama SUHADI oleh TERGUGAT

SATU, sambil menunggu kesepakatan harga untuk dilakukan
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penyelesaian antara TERGUGAT SATU dengan SUHADI, maka
pelaksanaan eksekusi barang jaminan milik PENGGUGAT oleh
TERGUGAT SATU dan TERGUGAT DUA;

RUJUKAN YURIDIS DAN ATAU ALASAN - ALASAN MENGAPA
PENGGUGAT MELAKUKAN GUGATAN KEPADA TERGUGAT SATU DAN
TERGUGAT DUA ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

1. Bahwa TERGUGAT SATU, telah mengirimkan Surat pemberitahuan
Pelaksanaan Eksekusi Lelang kepada PENGGUGAT, sebagaimana
Surat Nomor : KIS/071/1904/R Tanggal 13 Agustus 2013 perihal
“PEMBERITAHUAN PELAKSANAAN LELANG” melalui Pihak
TERGUGAT DUA yaitu KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
dan Lelang) Malang di Jalan S Supriyadi Nemor 157 Kota Malang,
pada Hari Kamis Tanggal 12 September 2013;

2. Bahwa TERGUGAT SA 3

ol
(Standar Operaﬁ i(-..'{:

Konvensmnalﬂ l"" 4
a. Akad.: fyaa

S W- d e
denge h KBiR- Prinsip=Prin |-‘- Y |. , pada faktanya
& '

9 MW‘I' al Beli R .g ah ""ﬂ'rr ada tidak pernah

‘ SPbankan. S 7ar|.ah yaitu adanya

ok be  Aka ad Jual Beli) kar#na PENGGUGAT
¢ L Kl

¢ ac ig. a4 TERGUGAT SATU

b A <
sebesar o E -?L:ﬁ. (s3I ar rupiah) sedangkan

gi, dalam menjalankan SOP
33ty Syariah (Bukan Bank

i
wll o '
"'.l

Al )‘a Akad Jual Beli,

!J

meneri

tujuan Pembia i "b-“'ﬁ.'i!' Bk melakukan Perbaikan dan
atau renovasi Rumah, melalui Supplier yang ditunjuk namun
kenyataannya tidak pernah ada yang namanya Supplier (fiktif)
bahkan Wakalah (Surat Kuasa) yang dibuai olen TERGUGAT
SATU juga fiktif, PENGGUGAT dalam menerima Akad
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Pembiayaan Murabahah Nomor : 2008.057 Tanggal 26 Februari
2008 ini pasif saja, menuruti kemauan TERGUGAT SATU
karena PENGGUGAT belum pernah mengerti sama sekali tata
cara melakukan hutang pinjaman dengan Prinsip Syariah di PT
Bank BNI Syariah Kantor Cabang Kediri ini. Pada kenyataannya
yang dialami oleh PENGGUGAT yang dilakukan oleh
TERGUGAT SATU, dalam memberikan Pembiayaan
Murabahah ini sama seperti yang dilakukan oleh Bank — Bank
Konvensional, maka melalui Persidangan inilah PENGGUGAT
menyampaikan riwayat dan peristiwa kronologis sesungguhnya
terjadinya Akad Pembiayaan Murabahah Nomor:2008.057
Tanggal 26 ~Februari 2008 antara PENGGUGAT dan
TERGUGAT SATU agar diketahui bahwa Praktek Perbankan

Syariah di Indoneﬁna-l i .k_‘gsusnya yang dilakukan oleh
ol e

AT h- o r-
TERGUG-.; lg- _p._ Grj16) énda ketika Akad
Pembia ) |E; n prinsi *\r" 1 ._bahkan dalam Akad
Pembid ‘?ﬁ as ."' ade sel e apat dan tidak ada
kata__-s oK imela g misyawg ah 4;1; Boleh melakukan

Gudater Refivadilan ‘;, ak l.m.-; diti, namun Prinsip

l

Syar .- -rnrmr,'i- arena g -" Ak 'H' siekusi Lelangnya

! ; TBUA JEGY KPKNL (Kantor
lag)@lalang di Jalan S.

200

2 METF; g persis. dan sama

v L
| 'ﬂ.{ | |. W B . - )
sebagaimana & #"H“i“ Bank-Bank Konvensional

ketika ‘'melakukan penyelesaian piutang Bank-nya melalui
KPKNL" (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang)
padahal kewenangan dan kekuasaan PUPN (Panitia Urusan

Piutang Negara) dan/atau KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan
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Negara dan Lelang) sudah dicabut berdasarkan Putusan
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 77/PUU-
IX/2011, yang disahkan pada hari Selasa tanggal 25 September
2012, yang mengadili Perkara Konstitusi pada Tingkat Pertama
dan Terakhir menjatuhkan Putusan dalam Perkara Pengujian
Undang Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia
Urusan Piutang Negara terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Akad Pembiayaan Murabahah Nomor : 2008.057 Tanggal 26
Februari Tahun 2008 ini belum Jatuh Tempo, karena jatuh
temponya baru di tahun 2023, yaitu pada tanggal 26 Februari
2023;

c. PENGGUGAT, sudah melakukan. Angsuran kepada

TERGUGAT SATU
e HE

Konvensional “dalam melakukan = Pelaksanaan Eksekusi Lelang
Jaminan melalui TERGUGAT DUA yaitu KPKNL (Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang) Malang di Jalan S. Supriyadi Nomor

157 Kota Malang, selain Akad Pembiayaan Murabahah Nomor :
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2008.057 Tanggal 26 Februari Tahun 2008 jatuh temponya masih
lama sekali yaitu selama 180 (seratus delapan puluh) bulan terhitung
sejak tanggal 26 Februari 2008 sampai dengan tanggal 26 Februari
2023, bahkan dalam penyelesaian Pembiayaan bermasalah oleh
TERGUGAT SATU melalui TERGUGAT DUA ini bertentangan
dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 77/
PUU-IX/2011 tidak boleh lagi tidak boleh lagi diserahkan melalui pihak
TERGUGAT DUA dan atau PUPN (Panitia Urusan Piutang Negara)
dan atau KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang)
Malang di Jalan S. Supriyadi Nomor 157 Kota Malang, jika dipaksakan
oleh TERGUGAT SATU dan TERGUGAT DUA maka terjadilah
Perbuatan Melawan Hukum dan Perbuatan Melawan Konstitusi, maka
telah dengan sengaja secara bersama-sama antara TERGUGAT

SATU dan TERGUGAT DUA-, aﬁ__nghllangkan Paksa Aset-Aset

Jaminan Milik PENGIGUGAT) danerpenbi indikasi adanya unsur

- o= aaa-milik PENGGUGAT yang

Penipuan dan Fefggelapal :
. it --"'*: F, 3
dilakukan SEaSraR bEeama-bdma-fant e RGUGAT SATU dan

TERGUGAL N e e A 4 J
. h‘: -.ql
4. Bahwa TERGUGHA Hitclah lalai, !f- -m-#r' dan WIIayah hukum

q
darak Lokasi®Og FESio aT'Bank nya, yang

kait d q".
terkait derjgeati= Piakie
‘.m |=l! ERTU: sang3 I‘,lF"" sekali berada di

wilayah lok3SHka
Kota Kediri, ] 0 _u Silj %- mblayaan kepada
PENGGUGAT '-F'-' vty hanya ‘il yaFlauh sekali, berada di
Kabupaten Malang d"\_g;‘qﬁ‘_j'ﬁ lakukan Pengawasan dan
Pembinaan terhadap PENGGUGAT tidak bisa continue, tidak wajar,
tidak lancar dan tidak normal, membutuhkan waktu dan tenaga khusus
karena harus melakukan perjalanan jauh yang sangat melelahkan

sekali yaitu melalui wilayah dan atau beberapa daerah seperti melalui
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Kabupaten Blitar, Kota Batu, Kota Malang dan Kabupaten Malang, dari
segi Teknis Pengawasan, Pembinaan Bank yang dilakukan oleh
TERGUGAT SATU jarang sekali bahkan nyaris tidak pernah
dilakukan. Dengan demikian sudah sangat merugikan PENGGUGAT
bahkan merugikan Perseroannya sendiri yaitu PT BNI Syariah Cabang
Kota Kediri, jarak wilayah antara PENGGUGAT dan TERGUGAT
SATU kurang lebih 200 (dua ratus) meter persegi melalui lika liku
bukit pegunungan yang irasional dalam melakukan Pengawasan dan
Pembinaan terhadap Penerima Pembiayaan dan atau Nasabah
Debiturnya. Oleh sebab itu ketika PENGGUGAT mengalami kesulitan
dalam persaingan usaha ini tidak ada pembinaan dari TERGUGAT
SATU karena jarak wilayahnya terlalu  jauh sekali, sehingga
Pembiayaan ini menjadi tersendat sendat berakibat Pembiayaan
Murabahah ini macet da-n E _‘k_)ermasalah namun demikian
PENGGUGAT mg

sdikant.Pembiayaan ini sampai
™ l:|-
dengan Iunas i jatun
b g
lama sekali ru,“ u -r. ya pada tangga pbruari 2023;

11. Bahwa TERG '?-'W‘._- l; Jaldh TERGUG -.':f» ng tugas pokoknya
L
an pengurus pi égara dan Lelang

-. Piute Negara 'dan atau KPKNL
(Kantor i-u- aa dan l1 ng) mempunyai
wewenang mMeiagse ang' Neg erdalaii@n UU No. 49 Prp
Tahun 1960, buRend

= i e Ll
Pelaksanaan produk hu -“ o ;Q‘I.mﬁ'g': ang PUPN (Panitia Urusan

po kreditnya masih

adalah me n ele
P 8
Negara, dq ' "k.

Piutang Negara) ini dilaksanakan Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang
Negara (DJPLN) yaitu Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2
LN), dan atau untuk di Wilayah Malang dilaksanakan oleh TERGUGAT 2
yang beralamatkan di Jalan S. Supriyadi Nomor 157 Sukun, Kota Malang,
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yang segera pada tanggal 12 September 2013 TERGUGAT DUA akan
melaksanakan lelang barang jaminan milik PENGGUGAT, berupa
sebidang tanah dan bangunannya seluas 1325 m2, bangunan seluas 633
m?, sesuai dengan SHM No: 2505 Tanggal 31 Januari 2008 dan SHM No:
2506 Tanggal 31 Januari 2008 a/n PENGGUGAT terletak di Jalan
Sidomulyo, desa Ngadilangkung, kecamatan Kepanjen, Kabupaten
Malang, dengan harga limit pengumuman lelang Rp. 700.000.000,00
(tujuh ratus juta rupiah) dan Pelaksanaan Lelang Jaminan ini berdasarkan
atas Permohonan dari TERGUGAT SATU kepada TERGUGAT DUA;
12.Bahwa TERGUGAT SATU dan TERGUGAT DUA telah lalai dan
terindikasi kuat melakukan kesepakatan bersama untuk menghilangkan
Paksa Aset Jaminan Milik PENGGUGAT, berupa tanah dan bangunan
berdiri di atasnya sebagaimana yang tercantum dalam SHM No: 2505 dan

SHM No: 2506 Luas Tangh-1132 .lse_‘ll- uas Bangunan : 633 m? a/n

PENGGUGAT terl .:I_desa Ngadilangkung,

kecamatan Kep_ij dpgkan fungsi dan

kewenangan di#dalan S. Supriyadi
Nomor 157, | otEmidaanol sudai dibué o_ I_ Konstitusi
Republik Indof -"?—1_1“9-..:: n Putusansfia r..r"" AKonstitusi Republik
Indonesia Nod% o ahg disahia Q'a-da hari Selasa
tanggal 25 SAplel 01 U ‘g' gadili Pg H;' Konstitusi pada
Tingkat Pertam ora | ‘ '7 0 n dalam Perkara

Pengujian ‘Undang Hpear( NOme '.p Ln 1960 tentang Panitia
Urusan Piutang Negara te la ;lq[: i"!l‘ dang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, bahkan piutang Bank Persero bukan Piutang
Negara bukan kewenangan dan kekuasaan TERGUGAT DUA untuk

melakukan pelaksanaan Eksekusi Jaminan milk PENGGUGAT, karena

hutang dan atau Pembiayaan Murabahah yang diberikan oleh
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TERGUGAT SATU kepada PENGGUGAT adalah harta dan atau
kekayaan Persero bukan wilayah Negara ini, Wilayah Bank Kekayaan
bank yang dipisahkan, maka merupakan pelanggaran Hukum dan
Pelanggaran Konstitusi Pelaksanaan Eksekusi Lelang yang dipaksakan
oleh  TERGUGAT SATU dan TERGUGAT DUA, padahal Akad
Pembiayaan Murabahah tersebut belum jatuh tempo sangat lama sekali
yaitu pada Tanggal 26 Februari 2023;

13. Bahwa TERGUGAT SATU dan TERGUGAT DUA telah lalai dan telah
sengaja melakukan perbuatan menghilangkan Hak Hukum dan Hak
Konstitusi PENGGUGAT, terkait dengan Kekuasaan dan Kewenangan
TERGUGAT DUA yang telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia Nomor: 77/PUU-1X/2011_yang mengadili Perkara Konstitusi
pada Tingkat Pertama dan Terakhir menjatuhkan Putusan dalam Perkara

Pengujian Undang Undang Nomcr-w-_'ip Tahun 1960 tentang Panitia

R = ] B
Urusan Piutang Nega er ; 2 (_»l i I:IIE)asar Negara Republik

Indonesia Tahung k' “Putusan Mahkamah

e
Konstitusi wg_u‘.- esid~"Sehagaimane afaPutusan Perkara

PUPN (Panitid Si/Smup] ‘i: g Negara ..4?' diak itulah PUPN

(Panitia Urusgy Ira) dan !t-, __ ML (Kantor Pelayanan

afig) sudg qF id ¥ )&
et Y |
an 7Ad2pBArANg milik nasabah
-

Kekayaan N? 2 -Iag| melakukan

Pelaksanaan B
Debitur Bank BUMN/B i E g -Ellf'f Indonesia, karena

- L - —
Hutang Bank Bukaf=merupak J n__u;.'rﬂ'; (dan bukan merupakan
Kerugian Negara, Hutang, N i ahgDEBiTmBaNk BUMN/BUMN dan atau
Bank Syariah adalah hutang Perseroan bagi Bank-Bank yang berbadan
Hukum PT (Perseroan Terbatas) penyelesaian kredit bermasalahnya dan
atau pelaksanaannya Eksekusi Lelang Jaminannya tidak lagi diserahkan

kepada PUPN (Panitia Urusan Piutang Negara) dan atau KPKNL (Kantor
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Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang), namun diselesaikan sendiri
dengan cara masing-masing Bank bisa melakukan Mediasi Perbankan,
dan atau lain sebagainya;

14. Bahwa TERGUGAT SATU, dalam memberikan Fasilitas Pembiayaan
Akad Murabahah sejak dini kesalahan tersebut sudah dibuat dirancang
dan dilakukan sendiri oleh TERGUGAT SATU yang menjadi korban
PENGGUGAT, bentuk, modus, tata cara dan teknis rekayasa pinjaman ini
baru disadari dan dipahami oleh PENGGUGAT untuk menghilangkan
kesalahan dan kelalaian ini, TERGUGAT SATU yang dilakukan Pejabat
lama BNI Syariah Kota Kediri, maka Pejabat baru BNI Syariah Kota Kediri,
yaitu Andi Muhammad Hatta Tajang, SP., MM dkk serta Pejabat UPK BNI
Syariah Jakarta Jon Sudjani dkk mengambil langkah paksa melawan
hukum dan melawan konstitusi yaitu dengan melalui TERGUGAT DUA

walaupun kekuasaan dan kewe ".:d ERGUGAT DUA yaitu PUPN

anitia ‘Urusan |ut = antor Pelayanan
P U Pi o .:II:IL K Pel

e
Kekayaan Negar io 1— gediddalan-5.=Siipriyadi Nomor 157,
e
Kota Malang, 5-114. icABL ._" [ I ;p Konstitusi Republik
Indonesia) S kar ': usa ,‘J ﬂﬁtltu& Republik
Indonesia Nom E D11 disah g- -}#ﬂ' 'Selasa Tanggal 25
e -':|.!"

September TAT2 &b cngadili 5 rki s‘tTiUSl pada Tingkat

e rkara Pengujian

Undang = UnddRg_Nemt P ) 60 m‘?‘ g Panitia Urusan
Piutang Negara tefadap Uidang y p )asar Negara Republik

P i
Indonesia Tahun 1945%g biayaan Murabahah yang

' L A
i gwdyrk
diterima PENGGUGAT ini jatuh temponya lama sekali yaitu pada Tanggal

26 Februari 2023;
15. Bahwa TERGUGAT SATU telah lalai, kalau sudah ada kesepakatan

bersama baik secara tertulis dan secara lisan antara TERGUGAT SATU
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yaitu Pemimpin PT BNI Syariah Kantor Cabang Kota Kediri, Andi
Muhammad Hatta Tajang, SP., MM dkk dan Dewan Pemimpin Divisi
UPK BNI Syariah Kantor Pusat Jon Sudjani dkk, dengan disaksikan oleh
beberapa Saksi — Saksi bahwa Penyelesaian Akad Pembiayaan
Murabahah Nomor: 2008.057 Tanggal 26 Februari Tahun 2008 antara
PENGGUGAT dan TERGUGAT SATU akan diselesaikan melalui Pihak
Ketiga yaitu SUHADI, yang mempunyai hubungan hukum antara
TERGUGAT SATU dengan SUHADI ini yaitu SUHADI sebagai
Pemegang Rekening Tabungan BNI Syariah Kediri Nomor:
0211399118 — 0582274 telah sepakat ditempatkan sebagai calon Pembeli
Tunggal Aset Jaminan Milik PENGGUGAT yang dikuasai TERGUGAT
SATU. Sebagai Jaminan Utama dalam Penyelesaian Pembiayaan
Murabahah ini Pihak Ketiga SUHADI, diharuskan untuk membuka
Rekening Tabungan di BN_II
100.000:000,00 (serat

aria '-K"Jsejak Tahun 2010 sebesar Rp
B Tabungan a/n Bapak

SUHADI ini telah d ’ baga| jaminan utama
dan atau tunggad ga Caif1] : Gaieilas SHM No 2505 dan

Bapak SUHADI dan

:' ambah s anghe _ tersebut pada

SBBicnber, 2093 BERERATRY 100.000.000,00

(seratus juta r - Jﬁ' I.i Ul grr'r':!ltas ag@ SUHADI di BN

Syariah Kediri tupiuii. s urabahah Nomor:
-

TERGUGAT SAT!
e

hari Jumat page

.
2008.057 Tanggal- 26, *.!:IO.-J- og8 .| sudah mencapai Rp
200.000.000,00 (dua ratus. jut ;i,.;};,ull ISI lain Akad Pembiayaan
Murabahah jatuh temponya masih lama sekali yaitu pada Tanggal 26
Februari 2013. Maka sangat keberatan dan merugikan sekali sikap dan
tindakan TERGUGAT SATU ini masih saja melakukan upaya paksa

melakukan Pelaksanaan Eksekusi Lelang Jaminan melalui TERGUGAT
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DUA yaitu di KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang)
Malang di Jalan S. Supriyadi Nomor: 157 Kota Malang. Yang
dikhawatirkan sekali oleh PENGGUGAT, dampak hukumnya karena pihak
ketiga yaitu SUHADI akan melakukan Upaya Hukum melaporkan adanya
Penipuan dan Penggelapan Tabungannya di BNI Syariah Kediri yang
digunakan penyelesaian pinjaman ini, karena sudah ada kesepakatan
bersama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT SATU yang diwakili oleh
Pemimpin BNI Syariah yaitu Andi Muhammad Hatta Tajang, SP., MM dkk
dan oleh BNI Syariah Kantor Pusat diwakili dan dihadiri oleh Kepala Divisi
UPK Jon Sudjani. Pertemuan musyawarah mufakat tersebut dilakukan
berulang kali yaitu antara lain dilakukan di Kantor BNI Syariah Kediri,

di Rumah Makan Batavia Kota Malang, di- Kantor BNI Syariah Kota

Malang;

Bahwa dikarenakan beberapa alasan; te_.rgebut diatas dan karena alasan
oy - =H B =

yuridis bahwa kasus PefiyciesaianKredit'Bermasalah dan atau NPL (Non

Performing. Loans)’ di '8 k dan Bank Syariah

berbadan HukyiiPe Sgtoaa. ada Pefseroan  Terbatas)
l‘ FI- t ] r:ﬁ -

khususnya ya g.gli/ake Q h ERGUGAT ‘*-l; PT BNI Syariah
e “' untuk m u :F.,,,.a akSanakan Lelang
ATslelalui TERK "T"" _F-dan/ atau Kantor
e MK )

lalal : —‘ai?' beritahuan Surat
Lelang: Noemor: SIO7T .i.'# Va0 al lcl- Agustus 2013, perihal

(¥ 'O

. L]
“Pemberitahuan PelakSah: : han Kamis, Tanggal 12
LI 99

Kantor Caba |‘-
Jaminan milikiPENG!
I n

Pelayanan Kekayad ‘i e Iang di Jalan S.

Supriyadi: Nomok_15Z

September 2013 . yang dalam surat tersebut Pelaksanaan Lelang
Eksekusi Hak Tanggungan, berdasarkan Pasal 6 Undang — Undang Hak
Tanggungan Nomor: 4 Tahun 1996. Maka tindakan TERGUGAT SATU
dan TERGUGAT DUA ini merupalkan tindakan upaya paksa
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menghilangkan Aset Jaminan Milik PENGGUGAT dan ada upaya
melawan Hukum dan melawan Konstitusi yang dilakukan oleh
TERGUGAT SATU dan TERGUGAT DUA, walaupun sudah ada Putusan
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 77/PUU-IX/2011, Hari
Selasa, pada Tanggal 25 September Tahun 2012, yang telah mengadili
Perkara Konstitusi pada Tingkat Pertama dan Terakhir, menjatuhkan
Putusan dalam Perkara Pengujian Undang — Undang Nomor 49 Prp tahun
1960, tentang Panitia Urusan Piutang Negara terhadap Undang — Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa dikarenakan adanya indikasi kuat adanya Perbuatan Melawan
Hukum dan Melawan Konstitusi Republik Indonesia yaitu melawan
Putusan MK (Mahkamah Konstitusi) Republik Indonesia oleh TERGUGAT
SATU dan TERGUGAT DUA, untuk itu melalui Permohonan Gugatan
4“ Murabahah ini PENGGUGAT

Perkara Hutang Piutang Akald_'E@ i@
.‘lri L]

memohon dengan hopfiat dsep=atia gedilan Agama Kota Kediri

A - ' .
dan/ atau Ketua Maje 9 Hakim d ara ANggota aklm yang mengadili
ey T3

o ]
Maka bersamaig WRENG AT

Perkara ini;

- -
ohah u *J, rg memanggil para

‘ | gl = e |
7 BAT SATUn TERGUCGAT DUA untuk
i -

pihak terkait ' it
P 8

diperiksa dan gdiagili sebagai :e'rIkut ?

1. Mengabulkd ot HGR T untuk selfirubdlya;
¥ _q;
2. Memproses  d _.,. P]_'_u._ ada upaya paksa
secara sistemik, ={ole -!.?“l..' 1' 3" dilakukan oleh Pihak

TERGUGAT SATU dar AR R E AL AR
Aset Jaminan Milik PENGGUGAT, berupa tanah yang berdiri
diatasnya sebuah bangunan sesuai-SHM No: 2505 dan SHM No: 2506
Luas Tanah 1.325 m? dan Luas Bangunan : 633 m? a/n PENGGUGAT

DUA untuk menghilangkan

yang terletak di Jalan Sidomulyo, Desa Ngadilangkung, kecamatan
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Kepanjen, Kabupaten Malang, walaupun Jatuh Tempo Pembiayaan
Murabahah ini masih lama sekali yaitu pada Tanggal 26 Februari 2023,
dan walaupun sudah ada Pembayaran angsuran oleh PENGGUGAT
kurang lebih sebesar Rp. 205.595.555,00 (dua ratus lima juta lima
ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) dan
walaupun sudah penjamin Avalis oleh Pihak ketiga Suhadi, Pemegang
Tabungan BNI Syariah Kediri Nomor: 0211399118 — 0582274 sebesar
Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

3. Membatalkan Pelaksanaan Lelang Jaminan kepada TERGUGAT
SATU dan TERGUGAT DUA karena bertentrangan dengan Putusan
MK (Mahkamah Konstitusi) Republik Indonesia Nomor: 77/PUU-
IX/2011, HariSelasa,  Tanggal 25 September. Tahun 2012, yang
mengadili Perkara Konstltu3| _pada Tingkat Pertama dan Terakhir,
menjatuhkan Putus 'Hc‘i ik
Nomor 49 Prpiﬁ 1960 ont
terhadap Un ale
1945, dikarena

mempunyal- ‘ﬁmm

Pelaksanadn ERgekusiEBlang JaminaiiterHa0a, Bair K Bank BUMN /
BUMD terry

_‘5_..-_.,;,9 Undang — Undang

--u alysan Piutang Negara
e “ﬁ“u Indonesia Tahun

. STk, RGUGAT DUA tidak
¥ fin kewega l-.lﬁ?". ntuk  melakukan

Ahggeetbadan lukum Perseroan
dan ' atau Jaminan  Milik
PENGGUGAT % karé ppgan kekuasaan dan
kewenangan TERGH _J_ DUA "yaittsf 'F (anitia Urusan Piutang
Negara) dan . atau KPKf melakukan pelaksanaan lelang
jaminan milik  PENGGUGAT, karena ini bukan kerugian keuangan
Negara namun Kerugian Perseroan yang berbadan Hukum Perseroan

Terbatas;
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Masalah penyelesaian hutang piutang Bank BUMN / BUMN dan Bank
Syariah ini wajib dikembalikan dengan jalan diselesaikan sendiri antara
Kreditur dan Debitur, berdasarkan UU no. 40 Tahun 2007, tentang PT
(Perseroan Terbatas) dan berdasarkan UU No.7 Tahun 1992 Junto UU
No.10 Tahun 1998, tentang Perbankan dan PBI (Peraturan Bank
Indonesia) Nomor: 8/5/PBI/2006, Tanggal 26 Januari 2006, tentang
MEDIASI PERBANKAN;

4. Menghukum dan memberikan sangsi berat kepada TERGUGAT SATU
dan TERGUGAT DUA, karena dengan sengaja melakukan
pelaksanaan eksekusi lelang jaminan milik PENGGUGAT, walaupun
sudah jelas tidak bisa dilakukan karena bertentangan dengan Putusan
MK Nomor: 77/PUU-IX/2011, Hari Selasa, Tanggal 25 September
Tahun 2012, tentang Putusan dalam Perkara Pengujian Undang —
Undang Nomor 49 Pr;?I t:a_rllun eﬁﬂ,ﬂl_entang Panitia Urusan Piutang

Negara terhadap -5_;--- "ﬂ--i EDagarNegara Republik Indonesia

Tahun 1945, tgr'élu

timbul selama

_ - <A
5. Menghukumy .u'ih.n._“ ika angséi te ".‘#r.a-."o TERGUGAT
e A
gt o

-

SATU, kaI -," : : jgar kete EHF Pe; ._:yang berprinsip
Syariah, Lgh'm
sebesar Rp ..'

‘-Hf n berpendapat lain

"

PUTUSAN HUKUM ini

dalam Perkara- Migsgiin '.;r lengan he
= ' Iﬁ-i.ﬁ- [T by - .
dilakukan dengan cara e cilF L a0ilya,

Bahwa, pada sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
dipersidangan secara in persoon (pribadi) dan Kuasa Tergugat | datang,

sedangkan Tergugat Il tidak datang meskipun berdasarkan relaas panggilan
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Nomor :495/Pdt.G/2013/PA.Kdr, tanggal 2 Oktober 2013 telah dipanggil

secara resmi dan patut;

Bahwa, setelah Majelis Hakim memeriksa identitas para pihak,
ternyata Penggugat atas kemauannya sendiri menyatakan mencabut
perkaranya, dan atas pencabutan tersebut Kuasa Hukum Tergugat |

menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim
telah menunjuk apa yang telah tercatat dalam berita acara persidangan yang

merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksgﬁgagltylygn gugatan Penggugat adalah

. . o« il
sebagaimana tersebut di ST

Menimbang, telah ditetapkan

J

I
-
g

sa Tergugat | juga

Penggugat datang - catd in,pETSoan” (pribad
e - °E

datang di persidanga edangkan fiauga "-!_IT_.I' datang tanpa

keterangan, u..?ﬁlﬂmlm E il secara mi D 8 ?:'
L L . | "

B
"
"

I‘n‘." = ———- - ¥
Menimbangj -- i ~ pedizstadansinemeriksa pokok
perkara, Penggu ) sitakan  mencabut
0 , JAFLY < s 1 \/'cl
] & L a q
perkaranya ;

Menimbang, bah :"',*::- ap, bencabutan erkara yang dilakukan

ot i F
Penggugat tersebut, Majelis Hakirmime rtimbangkan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pencabutan perkara yang dilakukan Penggugat
tersebut ternyata dilakukan sebelum adanya jawaban dari pihak lawan

(Tergugat | dan Tergugat Il) bahkan Kuasa Tergugat | menyatakan tidak
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keberatan atas pencabutan tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim
berpendapat, bahwa secara prosudural pencabutan perkara yang dilakukan
Penggugat tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan pasal
271 Rv dan 272 Rv, sehingga pencabutan Penggugat tersebut patut

dikabulkan tanpa harus mendapatkan persetujuan dari pihak Tergugat Il ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dicabut, maka
pemeriksaan perkara ini harus dinyatakan telah selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 121 HIR ayat (4), 182, 183
HIR, maka Penggugat patut dihukum untuk membayar seluruh biaya yang
timbul dalam perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-

undangan yang berlaku serta hukum Islam yang- berkaitan dengan perkara

ini ; - '."l-'r—r
At ‘?—I:l.-;f"‘.'.-,;".
LTI
F .rlnﬂ [ iy
1. Mengabulkan'pefio honer Peney igaf ¢ edtgut perkaranya ;
Ly [ .
2. Menyatakafi § pomeriKSagnLpe ary i.ﬂli" 0495/Pdt.G/2013/
PA. Kdr. T"""m-.g : adlcabu rﬁ =
| o =
3. Menghuku - Pefloguga ."i kmemb hiayd.perkafe ini sebesar Rp
331.000;- (iaa -
dijatuhkan pada hari
' i
Rabu tanggal 06 Novembery * et DE jah dengan tanggal 04

;'luil'i. ik
Dzulhijjah 1434 H. oleh Kami Drs AFI"l, SH. MH. sebagai Ketua
Majelis, Drs. MAFTUKIN, Drs. MOCH. RUSDI masing- masing sebagai
Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk

umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dibantu oleh Dra. TITIK
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PURWANTINI sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat,
Kuasa Tergugat | tanpa hadirnya Tergugat Il;

KETUA MAJELIS
ttd
Drs. H. IMAM SYAFIi, SH. MH

HAKIM ANGGOTA HAKIM ANGGOTA
ttd ttd
Drs. MAFTUKIN Drs. MOCH. RUSDI

PANITERA PENGGANTI
ttd

Dra. TITIK PURWANTINI

Panitera Pengadilan Agama Kediri

ZAMAHSARI, SAg.
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Amar Putusan
Nomor: 0495/Pdt.G/2013/PA. Kdr.
Putusan tanggal, 09-10-2013
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MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;

2. Menyatakan proses pemeriksaan perkara Nomor: 0495/Pdt.G/2013/

PA. Kdr. telah selesai, karena dicabut ;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar

BD oo, - TR % );
KETUA MAJELIS
ttd

Drs. H. IMAM SYAFIi, SH. MH

Menyatakan proge: Sriksadn b ";’"i SWor: 0495/Pdt.G/2013/
PA. Kdr. dicabut ;

BD e - NNy );
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KETUA MAJELIS
ttd
Drs. H. IMAM SYAFIi, SH. MH
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